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ABSTRAK

Perkawinan diharapkan dapat menciptakan sebuah rumah tangga yang
harmonis dan abadi sampai akhir hayat berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam realitanya sebuah perkawinan banyak terdapat permasalahan yang bisa
berujung perceraian. Murtad yang dilakukan dalam sebuah perkawinan menjadi hal
menarik untuk dibahas. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dua pasal yang
membahas tentang murtadnya salah seorang pasangan suami istri. Pertama
pembahasan tentang murtad terdapat pada pasal 116 huruf h tentang sebab-sebab
perceraian. Kedua terdapat secara implisit pada pasal 75 tentang pembatalan
perkawinan. Dua hal yang pokok perkaranya sama tetapi memiliki dua penyelesaian
berbeda. Pengadilan Agama Ngawi memiliki wilayah yurisdiksi yang mayoritas
masyarakatnya Muslim dan memegang erat norma-norma sosial yang ada. Pada
tahun 2018 terdapat satu kasus yang ditangani dengan nomor perkara
1953/Pdt.G/2018/PA.Ngw. Hal tersebut menarik untuk diteliti.

Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana dasar pertimbangan
hakim dalam memutus perkara nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Ngw tentang
perceraian karena murtad dan bagaimana pertimbangan hakim tersebut dalam
tinjauan menurut hukum islam dan hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat deskriptif analitik yaitu
mendeskripsikan dan menganalisis hasil wawancara dengan hakim. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis
menggunakan hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi hukum Islam, sedangkan pendekatan normatif menggunakan hukum
islam yaitu Nash Al Qur’an, Hadits dan pendapat para Ulama.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan
perkara nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Ngw menganggap perselisihan dan
pertengkaran antara suami istri menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini. Dalil
gugatan yang menunjukan murtadnya suami menimbulkan perselisihan tidak dapat
dibuktikan karena suami tidak hadir dalam persidangan sehingga hakim memutus
perkara ini dengan talak ba’in. Dalam tinjauanya menurut Hukum positif dan
hukum Islam, hal ini dibenarkan oleh keduanya yaitu menurut Kompilasi Hukum
Islam yaitu pada pasal 116 huruf (f) dan pendapat imam malik yang menyatakan
bahwa apabila dakwaan dari penggugat telah terbukti dan antara penggugat dan
tergugat tidak dapat didamaikan kembali maka hakim berhak menjatuhkan talak
ba’in tergugat terhadap penggugat.

Kata Kunci:Perceraian, Murtad, Hukum Positif dan Hukum Islam
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MOTTO

Kepada semua pencari kebahagiaan, “yakinlah ada sesuatu yang menantimu
selepas banyak kesabaran, yang membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya
rasa sakit

Ali Bin Abi Thalib

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan,
tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.

QS. Al-Insyirah (94) : 5-7



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

;'\li;l;f Nama Huruf Latin Keterangan
] Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba’ B Be
< ta’ & Te
& §a’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z hd’ H ha (dengan titik di bawah)
t kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal V4 zet (dengan titik di atas)
J ra’ R Er
3 Zai 4 Zet
i Sin b Es
uj;, Syin Sy es dan ye
) Sad S es (dengan titik di bawah)
) Dad D de (dengan titik di bawah)
L ta’ T te (dengan titik di bawah)
b & V4 zet (dengan titik dibawah)
g ‘ain ¢ koma terbalik (di atas)

Vi




'8 Gain G ge dan ha
o fa’ F Ef
a8 Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
d Lam L El
A Mim M Em
) N{n N En
$ Wawi w We
2 ha’ H Ha
e Hamzah : Apostrof
& ya’ A Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

Jod Ditulis Nazzala
O Ditulis Bihinna

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

-

daSa Ditulis Hikmah

e Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal

lain).
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2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h.

sl Yl S

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis

tatau h.
i3l Ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal Pendek
d’é Fathah Ditulis fa’ala
JS.S Kasrah Ditulis Zukira
A 4.4. Dammah Ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis A
! 4 Ditulis Fala
Fathah + ya’ mati Ditulis A
2 (ol Ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati Ditulis 1
M Ditulis Tafsil
Dlammah + wawu mati Ditulis U
4 J sl Ditulis Usdl
F. Vokal Rangkap
1 Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
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o ) Ditulis az-zuhail?
Fatha + wawu mati Ditulis Au

2 - -
‘UJAS\ Ditulis ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
eﬁ\\ Ditulis A’antum
s Ditulis Uriddat
eﬁ Sl Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

Q\Jﬂ\ Ditulis Al-Qur’an
ldl) Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

& landd) Ditulis As-Sama’
) Ditulis Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

u'a\gﬂ\gg\gs Ditulis Zawi al-furdd
aaudigal Ditulis Ahl as-sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah kebutuhan bagi seluruh makhluk hidup yang
ada di bumi mulai dari binatang, tumbuhan dan manusia. Perkawinan dalam
kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah untuk memiliki akal dan pikiran
maka perlu adanya sebuah aturan yang mengatur legalnya perkawinan sepasang
manusia. Itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup
lainya.

Sebuah perkawinan manusia terdapat syarat, rukun dan ketentuan-
ketentuan lain yang manjadikan sahnya sebuah perkawinan. Sahnya hubungan
perkawinan sepasang manusia juga dapat berakhir dengan berbagai macam
cara. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal yang dapat memutuskan
sebuah perkawinan yaitu perceraian dan fasakh.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur perceraian dan
pembatalan perkawinan atau fasakh hanya dapat dilakukan didepan sidang
pengadilan. Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2018 menangani 1 perkara
dengan kasus perceraian akibat perselisihan karena perpindahan agama dengan
nomor perkara 1953/Pdt.G/2018/PA.Ngw. perkara ini menjadi rancu dimulai
dari pendaftaran yang melalui proses cerai biasa tetapi pada petitumnyanya

meminta hakim untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:*

! Salinan putusan, 1953/Pdt.G/2018/PA.Ngw, Pengadilan Agama Ngawi, 19 Februari
2019.



Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
Memfasakh pernikahan antara penggugat terhadap tergugat

Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Tetapi pada ammar putusan yang diberikan oleh hakim menyatakan

bahwa hakim mengabulkan gugatan dari penggugat dengan verstek dan

menjatuhkan talak ba’in tergugat terhadap penggugat. Hal ini menarik karena

pada Kompilasi Hukum Islam ditemukan dua pasal yang saling berkaitan

tentang perceraian dan pembatalan perkawinan. Hal ini terdapat pada pasal 75

dan 116.

Pada pasal 116 KHI dijelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-

alasan tertentu yaitu:

a.

b.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat Hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.

Suami menlanggar taklik talak.

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak
rukunan dalam rumah tangga.

Pasal inilah yang dijadikan dasar oleh para hakim di Pengadilan Agama

Ngawi untuk memutus perkara yang diajukan oleh pasangan yang salah satunya

murtad.



Pasal di atas memiliki keterkaitan dengan perkara fasakh atau
pembatalan karena pada salah satu ayatnya membahas tentang murtadnya salah
satu pihak dalam perkawinan. Walaupun pada pasal 70 Kompilasi Hukum
Islam tidak menyebutkan kemurtadan salah satu pihak dalam perkawinan dapat
menyebabkan batalnya perkawinan tetapi pada pasal 75 dijelaskan secara
implisit mengenai Fasakh atau Pembatalan Perkawinan yang dapat disebabkan
karena salah satu pihak melakukan murtad.?

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Dalam hal ini apabila memang terjadi kesalahan pada pihak yang
berperkara dalam mendaftar karena kurangnya pemahaman mengenai hal ini
atau pihak pengadilan yang kurang teliti dalam menempatkan sebuah kasus
dalam prosesnya apakah memungkinkan seorang hakim dapat melanjutkan
perceraian tersebut melalui proses cerai gugat. Kasus ini kemungkinan berawal
dari sebuah perbedaan pemahaman dalam memahami sebuah aturan yang
berlaku atau konsep pemikiran yang dimiliki dari masyarakat atau bahkan dari
masing-masing hakim sehingga memungkinkan terjadi juga di daerah lain.

Seorang hakim mempunyai hak yang melekat pada jabatanya yaitu hak
ex officio. Hak tersebut melekat pada hakim demi terciptanya keadilan dan
kemaslahatan bagi masyarakat. Seorang hakim dapat memutus perkara keluar
dari aturan baku yang ada dengan argument yang logis dan tidak bertentangan

dengan undang-undang. Oleh karenanya peneliti dalam kesempatan kali ini

2 Kompilasi Hukum Islam



ingin mengetahui lebih dalam mengenai dasar atau pertimbangan hakim di
Pengadilan Agama Ngawi dan bagaiaman tinjauanya menurut hukum Islam
maupun tinjauanya secara yuridis dalam memutus perkara perceraian karena
murtad. Hal ini dikarenakan perbedaan pemahaman dari peneliti terhadap
putusan  yang diberikan oleh  hakim pada perkara  nomor
1953/Pdt.G/2018/PA.Ngw tentang penggunaan pasal 116 dan 75 Kompilasi

Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang
Perceraian karena Murtad (Studi Putusan 1953/Pdt.G/2018/PA.Ngw)?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Yuridis terhadap Pertimbangan
Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Perceraian karena Murtad (Studi

Putusan 1953/Pdt.G/2018/PA.Ngw)?
C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan maka tampaklah
tujuan penelitian ini yaitu:
a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hakim terhadap kasus murtad
sebagai alasan perceraian.
b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Yuridis
terhadap pertimbangan hakim tentang murtad sebagai alasan perceraian.

2. Kegunaan Penelitian



Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran
dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah
pengetahuan, terkhusus dalam pengetahuan yang berkaitan dengan
proses perceraian yang berhubungan dengan riddah.

b. Penelitian ini berguna untuk mengetahui proses berperkara dalam
perkara perceraian yang berhubungan dengan murtad.

c. Penelitian ini berguna untuk mengetahui dasar dari para hakim di
Pengadilan Agama kabupaten Ngawi dalam memutus sebuah perkara
perceraian yang ada kaitanya dengan murtad.

d. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang murtad sebagai

alasan perceraian dalam dalam perspektif Hukum Islam dan yuridis.
D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa literatur yang dalam temanya
hampir sama dengan apa yang peneliti buat akan tetapi dalam pembahasanya
terdapat perbedaan pembahasan. Oleh karena itu peneliti akan memaparkan
beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan tema dengan apa yang peneliti
buat. Di antara beberapa literatur yang memiliki kemiripan obyek dengan
penelitian ini adalah:

Skripsi berjudul “Perceraian Karena Perpindahan Agama (Murtad)
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan
Agama Sragen)” yang ditulis oleh Peggy Dian Septi Nur Anggraini. Dalam

skripsi ini dijelaskan mengenai putusan Pengadilan Agama Sragen tentang



percekcokan dalam sebuah keluarga karena masalah ekonomi yang
mengakibatkan seorang istri melakukan riddah yang berbuntut perceraian.®

Perbedaan antara skripsi ini terdapat pada pembahasannya yang
membahas mengenai pandangan hakim mengenai dua proses yang dapat
dilakukan dalam satu perkara yang pokok perkaranya sama yaitu perceraian
riddah dan juga tinjauannya dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.
Sedangkan skripsi tersebut membahas mengenai analisis putusan perceraian
riddah yang terdapat di Sragen yang memutus alasan perceraianya karena
percekcokan yang tak bisa diselesaikan melalui mediasi dalam pandangan
hakim dan juga tinjauan Hukum Islam.

Sebuah skripsi yang berjudul “Perceraian Dengan Alasan Murtad
(Analisis Putusan Nomor: No: 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh di Pengadilan Agama
Sukoharjo)” yang ditulis oleh Mustikaningsih Vita Budiarti. Skripsi ini
membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara
perceraian dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan
nomor perkara No: 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh.* berbeda dengan peneliti yang
membahas mengenai pandangan hakim atas perceraian dengan alasan murtad

di Pengadilan Agama Ngawi.

3 Peggy Dian Septi Nur Anggraini, “Perceraian Karena Perpindahan Agama (Murtad)
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan Agama
Sragen)”(skripsi tidak diterbitkan), Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

4 Vita Budiarti, Mustikaningsih, “Perceraian Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan
Nomor: No: 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo)”(skripsi tidak diterbitkan),
Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.



Skripsi berjudul “Riddah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan di
Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008-2009)” ditulis oleh Imam Ahmad
Shobirin. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pertimbangan yang dimiliki
oleh para hakim dalam memberikan keputusan pada perkara perceraian karena
perpindahan agama.® Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang sedang
ditulis adalah pada pembahasannya skripsi peneliti akan membahas mengenai
pandangan hakim mengenai dua proses yang dapat dilakukan dalam satu
perkara yang pokok perkaranya sama yaitu perceraian riddah dan juga
tinjauannya dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

Skripsi berjudul “Reformulasi Murtad Sebagai Salah Satu Penyebab
Berakhirnya Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif
Magqasid Asy Syari’ah (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama
Stabat no. 831/Pdt.G/2011/PA.Stb.)” ditulis oleh Muhammad Muhlis. Dalam
skripsi tersebut menjelaskan mengenai pertimbangan para hakim Putusan
Pengadilan Agama dalam memutus Stabat no. 831/Pdt.G/2011/PA.Stb.
menurut Maqasid Asy Syari’ah.®

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang sedang ditulis adalah
pada pembahasannya skripsi peneliti akan membahas mengenai pandangan

hakim mengenai dua proses yang dapat dilakukan dalam satu perkara yang

% Imam Ahmad Shobirin, “Riddah Sebagai Alasan Perceraian (Stusi Putusan di Pengadilan
Agama Yogyakarta Tahun 2008-2009)” (skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga, 2010.

® Muhammad Muhlis, “Reformulasi Murtad Sebagai Salah Satu Penyebab Berakhirnya
Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqasid Asy Syari’ah (Studi Kasus
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat no. 831/Pdt.G/2011/PA.Stb.)” (skripsi tidak
diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.



pokok perkaranya sama yaitu perceraian riddah dan juga tinjauannya dalam
Hukum Positif dan Hukum Islam.

Artikel yang ditulis oleh Abdul Natsir dari Universitas Darul Ulum
Jombang yang berjudul “Study Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad
Menurut Syafi’iyah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”. Dalam karya
ilmiah ini dijelaskan bahwasanya menurut Syafi’iyah fasakhnya perkawinan
karena murtad memerlukan keputusan hakim.” Sedangkan menurut perundang-
undangan di Indonesia harus didaftarkan ke pengadilan agama dan sah apabila
telah mendapat keputusan dari hakim.

Perbedaan antara jurnal ini dengan skripsi yang sedang ditulis adalah
pada pembahasannya mengenai pandangan hakim mengenai dua proses yang
dapat dilakukan dalam satu perkara yang pokok perkaranya sama yaitu
perceraian riddah dan juga tinjauannya dalam Hukum Positif dan Hukum
Islam.

Karya ilmiah lain yang memiliki pembahasan hampir sama dengan
skripsi ini adalah artikel dalam Jurnal IImiah Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan yang ditulis oleh Fatmawati dengan judul “Kewenangan
Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad”. Dalam
artikel ini membahas mengenai dasar kewenangan dalam memberikan
keputusan pada perkara perceraian akibat murtad berdasar Hukum positif dan

Hukum Islam yang berasal dari pendapat beberapa madzhab. Dalam artikel ini

7 Abdul Natsir, “Study Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi’iyah
dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” Jurnal Sumbula, vol 1, no. 2, 2016, him. 276.



juga menyimpulkan mengenai dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam
memutus perkara perceraian akibat murtad adalah berdasarkan Yurisprudensi
Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 726 K/Sip/1976.8

Perbedaan antara jurnal ini dengan skripsi yang sedang ditulis adalah
pada pembahasannya mengenai pandangan Hakim mengenai dua proses yang
dapat dilakukan dalam satu perkara yang pokok perkaranya sama yaitu
perceraian riddah dan juga tinjauannya dalam Hukum Positif dan Hukum
Islam.

Artikel lain adalah tulisan Ahda Bima Afianto yang berjudul Status
Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam.
Dalam artikel tersebut membahas tentang ketidak tegasan Kompilasi Hukum
Islam dalam memberikan putusan untuk murtad yang dilakukan dalam sebuah
ikatan perkawinan.® Murtad yang hanya dicantumkan secara implisit sebagai
sebab batalnya perkawinan pada pasal 75 dianggap kalah pamor dengan murtad
yang menjadi sebab putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf h, walaupun
memang terdapat pengecualian yang hanya berlaku jika terjadi ketidak rukunan
setelahnya, tetapi hal ini menimbulkan kerancuan karena kesamaan pokok
masalah dari keduanya.

Avrtikel tersebut tentu memiliki perbedaan dengan yang dibahas pada

skripsi ini yaitu pandangan hakim mengenai fenomena dan aturan mengenai

8 Fatmawati, “Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat
Murtad,” Jurnal lImiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol 2, No. 1, 2017, him. 31.

° Ahda Bima Afianto, Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi
Hukum Islam, Jurnal Humanity, vol 9, No. 1, 2013, him 128.
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ketidak rukunan akibat murtad yang dijadikan sebagai alasan sebuah perceraian
dan tinjauanya menurut Hukum positif dan Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya sedikit banyak
telah membahas mengenai murtad yang dijadikan alasan perceraian. Namun,
secara lengkap belum ada yang membahas pandangan hakim beserta
tinjauannya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Sehingga penelitian
yang membahas mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi
Tentang Perceraian karena Murtad (Studi Putusan 1953/Pdt.G/2018/PA.Ngw)

menjadi signifikan untuk diteliti.

E. Kerangka Teoritik

1. Hukum Islam

Dalam konsep perkawinan Islam seorang muslim dapat melakukan
perkawinan dengan non muslim hanya pada ahli kitab, hal itupun hanya dapat
dilakukan oleh seorang laki-laki. Hal ini tertulis secara jelas dalam firman

Allah SWT:

LEAeTIHAS s Ba3Rdiliddl; Gal i oS i A
22515 G y8h Baia Gess Maly sk SR GIS A ) ASEY
Gl il Gy il s osall 3 A8 Jenans 8 ) Gse

@4 s

10,5308 a¢dal

10 Al-Bagarah (2): 221
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Selain ayat tersebut apabila terjadi dalam sudah terjadi perkawinan
terdapat ayat yang mengharuskan kita untuk segera memutus perkawinan
antara seorang muslim dengan orang kafir. Dalam penggalan Al Qur’an
disampaikan:

1 ,8) 5811 alazg 158l ¥

Secara jelas Islam melarang sebuah perkawinan yang dilakukan antara
umat muslim dan umat non muslim. Namun jika melihat fenomena
dimasyarakat banyak terjadi hal demikian.

Banyak kemungkinan untuk datangnya mudharat ketika dilakukan
perkawinan antara muslim dan non muslim. Salah satunya apabila keduanya
sama-sama berpegang teguh pada ajaran agamanya yaitu saling berebut untuk
agama yang dianut seorang anak yang berakibat anak kebingungan untuk
memilihnya, hal ini juga memungkinkan untuk terjadinya pertentangan dengan
prinsip Magqasid asy Syari’ah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan
bagi seluruh umat. Banyak juga hal lain dalam peribadatan yang mungkin dapat
mengganggu keharmonisan rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Al Qur’an pada surat Al Bagarah ayat 231 memberikan pengertian
tentang perceraian bahwasanya ketika seseorang hendak menceraikan istrinya
diharapkan untuk melakukanya dengan cara yang baik, apabila memang
hendak ditahan maka hendaklah ditahan dengan maksud yang baik pula, bukan

bermaksud jahat untuk mendzalimi mereka.

1 Al Mumtahanah (60):10
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2. Hukum Positif

Perkawinan selalu dilakukan bertujuan untuk menciptakan keluarga
yang bahagia selama-lamanya sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam melakukan pekawainan diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat yang
berlaku dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 salah satunya yaitu pada
pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.”

Dalam realita sebuah perkawinan seperti yang kita tahu bahwa dalam

sebuah perkawinan dapat terjadi perceraian. Perceraian merupakan putusnya
perkawinan yang dilakukan oleh suami istri berdasar alasan-alasan yang sudah
dibenarkan oleh Undang-undang. Alasan-alasan untuk menuntut perceraian
juga telah ditentukan secara limitatif di dalam Undang-undang, yang memiliki
pengertian bahwasanya alasan-alasan yang tidak terdapat dalam Undang-
undang tidak dapat digunakan untuk menuntut sebuah perceraian.*?

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebut alasan-alasan perceraian yang

terdapat pada pasal 116:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat Hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

12 Kalang Jayadi, “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Perpindahan Agama Di
Jakarta Selatan”(tesis tidak diterbitkan), Semarang: Universitas Diponegoro, 2008
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f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Selain talak dalam Islam juga terdapat sebab lain untuk putusnya
sebuah perkawinan yaitu Fasakh. Fasakh memiliki arti merusak perkawinan
atau membatalkan sebuah perkawinan antara sepasang suami istri yang
diputuskan oleh seorang hakim berdasar alasan-alasan yang dianggap sah
menurut hukum yang berlaku sehingga dapat ditetapkan adanya fasakh untuk
sepasang suami istri. Pembahasan ini dilakukan karena keterkaitan antara
perceraian dan fasakh yaitu murtad atau riddah yang berarti keluar dari agama
Islam untuk beragama lain dan atau tidak beragama sama sekali menjadi sebab
terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 75 secara implisit disebutkan
murtad sebagai salah satu alasan perceraian. pasal tersebut menyebutkan
bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a. perkawinan yang batal karena salah satu suamiatau isteri murtad.

b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan

ber’itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan
Hukum yang tetap.

F. Metode Penelitian
Dalam melakukan penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode

penelitian sebagai berikut:

1. jenis Penelitian
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Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dalam
penelitian ini data atau sumber yang diperoleh berasal dari keterangan
hakim Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2019 sebagai subjek
penelitian dan Salinan putusan perkara nomor 1953/Pdt.G/PA.Ngw.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu data yang didapat akan
dideskripsikan kemudian dianalisa secara menyeluruh.'® Sehingga akan
diperoleh sebuah kesimpulan mengenai murtad sebagai alasan perceraian
yang objektif, konsisten dan sistematis yang sesuai dengan tujuan
dilakukannya penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis-normatif
dengan mengkaji secara langsung mengenai Pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Ngawi Tentang Perceraian karena Murtad (Studi
Putusan 1953/Pdt.G/2018/PA.Ngw). Kemudian disesuaikan dengan
Undang-undang yang berlaku dan tinjauan Hukum Islam.

4. Sumber Data Penelitian
a. Data Primer
Data primer adalah data yang didapatkan melalui proses

penelitian langsung di lapangan berguna untuk mendapatkan data yang

13 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1993), him. 63.
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berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.!* Sumber
penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan secara
terstruktur sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Wawancara ini
dilakukan kepada salah satu hakim di Pengadilan Agama Ngawi yaitu
Dr. Drs. H Mudzakir M.HI., beliau adalah hakim senior yang sering
ditugaskan untuk menangani perkara dengan kasus murtad. Selain
wawancara tersebut peneliti menggunakan sumber lain yaitu Salinan
putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara murtad. Dari data
tersebut kemudian disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku
dan tinjauan Hukum Islam.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data-data yang dihasilkan dari studi
pustaka dan putusan berupa buku-buku, karya ilmiah dan sumber-
sumber lain yang relevan dan mendukung.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian
ini adalah:
a. Wawancara

Wawancara dilakukan bersama dengan hakim di Pengadilan
Agama Ngawi yaitu Dr. Drs. H Mudzakir M.HI sebagai subyek

wawancara dengan cara tanya jawab secara lisan dan tertulis sesuai

14 H. Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Cet IV, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2000), him. 42.
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dengan daftar pertanyaan wawancara yang telah direncanakan
sebelumnya.
b. Dokumentasi
Dokumentasi berupa data-data dari arsip atau berkas kasus
berupa salinan putusan perkara perceraian karena murtad yang
terjadi di Pengadilan Agama Ngawi kemudian dipelajari oleh
peneliti.
6. Analisis Data
Data yang telah didapatkan kemudian akan di analisa secara
kualitatif, data berupa hasil wawancara dengan hakim berupa
pandangan beliau tentang perceraian karena murtad dan Salinan
putusan yang berkaitan dengan hal tersebut akan dianalisa dan ditarik
kesimpulan bagaimana pandangan hakim tersebut dan pertimbanganya

menurut hukum Islam dan hukum positif.
G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan isi skripsi ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab
yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lain. Hal ini akan
diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang mengantarkan seluruh
pembahasan pada bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang
dimulai dari latar belakang masalah yang digunakan untuk menguraikan
masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. dari latar belakang masalah

akan dirumuskan pokok masalahnya sehingga tercipta tujuan dan kegunaan
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penelitian. Dalam melakukan penelitian perlu dihadirkan telaah pustaka yang
menyebutkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang murtad
sebagai alasan perceraian. kerangka teoritik dan metode penelitian
menjelaskan mengenai teori dan metode apa yang akan digunakan untuk
melakukan penelitian dan terakhir sistematika pembahasan yang berisi tentang
apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua dalam penelitian ini akan memberi gambaran umum tentang
perceraian dalam Hukum positif dan juga Hukum Islam meliputi pengertian,
sebab-sebab, macam-macam dan akibat Hukumnya. Pada bab ini juga akan
dibahas mengenai riddah meliputi pengertian dan akibat Hukumnya dalam
Hukum positif.

Bab ketiga akan membahas tentang gambaran umum Pengadilan
Agama Ngawi meliputi sejarah, visi dan misi, wilayah yuridiksi, struktur
organisasi dan proses perceraian karena murtad di Pengadilan Agama Ngawi.

Bab keempat berisi tentang analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama Ngawi Tentang Perceraian karena Murtad (Studi Putusan
1953/Pdt.G/2018/PA.Ngw) berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan
bagaimana tinjauanya menurut Hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang dapat
menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu pada
bab ini juga terdapat saran yang diambil berdasar pembahasan yang telah

dibahas dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian,

sebagai berikut:

a.

Pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Ngawi yang
memberikan putusan talak ba’in pada perkara nomor
1953/Pdt.G/2018/PA.Ngw yang telah melakukan perkawinan sejak tahun 2013
terjadi perselisihan dan pertengkaran setahun setelah perkawinan. Hal ini
disebabkan oleh murtadnya suami untuk kembali ke agama sebelumnya yaitu
Budha. Dalam perkara ini hakim menganggap perselisihan dan pertengkaran
antara suami istri menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini. Menganai
murtadnya suami yang menjadi sebab timbulnya perselisinan tidak dapat
digunakan karena ketidak hadiran pihak suami.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ngawi yang memutus perkawinan
dengan putusan cerai atau talak ba’in berdasar perselisihan dan pertengkaran
antara suami istri menurut hukum positif mengenai hal sudah sesuai dan tidak
bertentangan dalam beberapa aturan seperti UU Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Walaupun dalam dalil gugatan
disampaikan tergugat telah murtad tetapi hal ini tidak dapat dibuktikan karena
tergugat tidak hadir dalam persidangan. Menurut tinjauan Hukum Islam hal ini

dibenarkan pendapat ulama Mazhab Maliki tentang perselisihan dan
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pertengkaran antara suami istri yaitu apabila dakwaan dari penggugat telah
terbukti dan antara penggugat dan tergugat tidak dapat didamaikan kembali
maka hakim berhak menjatuhkan talak ba’in tergugat terhadap penggugat. Hal
ini dilakukan karena tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga dalil
penggugat yang menyatakan tergugat telah murtad dari agama Islam tidak

dapat dibuktikan.

2. SARAN

a. Kejelasan penggunaan pasal sebagai dasar Hukum sangat diperlukan untuk
mencapai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pasal 75 dan pasal 116
Kompilasi Hukum Islam perlu diperjelas lagi penggunaanya sehingga
hakim dan Pengadilan Agama tidak menjadi objek yang dipermasalahkan
oleh masyarakat karena ketidak jelasan penggunaan dasar Hukum dalam
memutuskan sesuatu.

b. Hakim perlu memberikan penjelasan pada masyarakat umum mengenai
pengajuan perkara yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang salah
satunya murtad. Sehingga terjadi kesesuaian pemahaman antara masyarakat

dan pengadilan mengenai dasar sekaligus akibat hukum yang terjadi.
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